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PUTUSAN
Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Kabupaten kolaka, selanjutnya

disebutsebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual
daging sapi, tempat tinggal di Kabupaten kolaka,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam
register Nomor 0202/Pdt.G/2015/PAKIlk, tanggal 9 Juni 2015, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta sebagaimana bukti
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 14
Juni 2012;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan
layaknya suamiisteri (ba'da dukhul), dan belumdikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan November 2012
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa
sepengetahuan Penggugatdan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang,
tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak
pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan Penggugattelah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya, meskipun telah
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dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
0202/Pdt.G/2015/PA.KIk tanggal 15 Juni 2015 dan 23 Juni 2015 sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha
memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk
bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugatyangisidan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXIXXIXIXXXX tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka sesuai aslinya, telah dibubuhi
meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi sebagai berikut :

1. SAKSI | PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan tidak, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
» Bahwa saksi mengenal Penggugatdan Tergugat ;
» Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat
adalah ipar saksi;
» Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan

Penggugat;

» Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

» Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat atau orang tua saksi di Kabupaten Kolaka;

» BahwaPenggugatdan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
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» Bahwa pada mulanyarumah tangga Penggugatdan Tergugatrukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2012 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

» Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi pada
Penggugat;

» Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat seminggu setelah Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat;

» Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk
Penggugat;

» Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mempertemukan
Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini
tidak ada hasilnya;

2. SAKSI Il PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

» Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar
Penggugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum
dikaruniai anak;

» Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat;

» Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun namun sejak akhir tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugattanpa pernah kembali lagi;

» Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan
antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

» Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar
menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak

sanggup lagi;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugattetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam
berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang
yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

putusan ini;
TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah
berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali
rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan bulan
November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa

sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang,
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tidak pernah memberi kabar pada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan

nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/ XX/X/XXXX tertanggal 14 Juni 2012, maka
harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat
memiliki legal standing dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang telah memenuhi
persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa
keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-
orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa
maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya
perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugatdan Tergugat;

2. Bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama
pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada
Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan
keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan

Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak pertengahan bulan
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November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa
sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang,
tidak pernah memberi kabar pada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan
nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat
merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak
pernah memberi kabar pada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah
untuk Penggugat. Tindakan-tindakan Tergugat tersebut merupakan indikasi
ketidaksenangan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk disatukan
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat hamun tidak
berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah
tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat
dengan Tergugattelah tidak dapat dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk
datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan
suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta yang mewilayahi tempat
perkawinan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga
yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untukitu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap
Penggugat[PENGGUGAT];

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta yang
mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Latambaga yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 M, bertepatan
dengan tanggal 12 Ramadan 1436 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan
susunan Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Abu
Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu
juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
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Hakim Anggota,
ttd

Hasnawati, S.HI
ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti,
ttd

Burhan, S.H.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4, Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
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